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PUTUSAN
NOMOR 0016/Pdt.G/2016/PA. Mrk.

Vel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan ibu
rumah tangga, alamat di Kelurahan Rimba Jaya, Distrik
Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

M elawan
Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan
BUMN, alamat Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura
Utara, Kota Jayapura, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12
Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, dengan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PA
Mrk. tanggal 12 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana bukti berupa
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, Seri : xx, Nomor : XXXXX;
tertanggal 11 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;

2. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat Perawan, sedangkan
Tergugat Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah perumahan dinas kantor
BUMN, di Kampung Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dan
dalam perkara ini Penggugat berdomisili hukum di Kelurahan Rimba Jaya,
Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dan Tergugat dalam perkara ini
berdomisili hukum di Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura, Kabupaten
Jayapura;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
seorang anak bernama : Xxxxx, Laki-Laki, berumur 1 tahun, anak tersebut
saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2014, antara
Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran
yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya
menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

b. Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat
walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

c. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah
selingkuh dengan laki - laki lain tanpa alasan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada bulan Mei 2015, awalnya Tergugat meminta ijin kepada
Penggugat untuk memeriksakan kepala Tergugat ke rumah sakit di
Jayapura dikarenakan Tergugat pernah jatuh dari motor dan kepalanya
terkena benturan. namun Penggugat tidak mengijinkan Tergugat untuk pergi
ke rumah sakit di Jayapura dengan alasan bahwa dokter yang sudah
memeriksa Tergugat di Merauke mengatakan bahwa kepala Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa - apa dan tidak perlu di rujuk ke rumah sakit di Jayapura karena hanya
benturan biasa, selain itu keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat juga
sedang sulit pada saat itu, akan tetapi Tergugat tidak menerima nasehat
Penggugat, Tergugat marah kepada Penggugat, kemudian Tergugat pun
pergi ke Jayapura tanpa seizin Penggugat. Sejak saat itu, Penggugat dan
Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan
datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat

(Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);

3. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan Agama
Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik

Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil’lkuasa hukumnya,

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya
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dibacakan dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu

disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke Nomor xxxxx Seri : xX,

Nomor xxxxx tertanggal 11 Januari 2016, sesuai aslinya dan telah bermeterai

cukup serta dinazegelen Kantor Pos yang oleh Ketua Majelis diparaf dan

tanggal dan diberi kode P;

B. Saksi:

1. Saksil, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaaan
ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Hidup Baru, Distrik Tanah
Miring, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

e Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung saksi sedangkan
Tergugat adalah ipar saksi dan kenal setelah menikah dengan
Penggugat;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun saksi
tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikabh;

¢ Bahwa sepengetahuan saksi, selama berumah tangga, Penggugat dan
Tergugat tinggal di kompleks perumahan Muting, Distrik Muting
kemudian pindah di tempat kediaman bersama di Kelurahan Rimba

Jaya, Distrik Merauke;
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e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
laki-laki yang bernama Xxxxx, berumur 1 (satu) tahun yang saat ini
bersama Penggugat;

¢ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun
sejak bulan September tahun 2014, mulai tidak harmonis karena sering
berselisih dan bertengkar;

¢ Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan
saksi pernah melihat Tergugat membuang barang-barang milik
Penggugat pada saat bertengkar;

e Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan
Tergugat melarang Penggugat bekerja mencari nafkah padahal Tergugat
tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan setiap
kali bertengkar, Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan kepada
Penggugat walaupun hanya disebabkan persoalan-persoalan kecil;

e Bahwa saksi mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan
Tergugat selain itu Penggugat sering mengadukan pertengkarannya
kepada saksi melalui telepon;

¢ Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar lebih dari 2 (dua) kali;

e Bahwa sejak bulan Mei tahun 2015 sampai dengan sekarang,
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat
pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah
orang tua Tergugat di Jayapura;

e Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan
damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

¢ Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat
tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lain;

2. Saksi2, umur 42 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan terakhir SMP,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Mandala,
Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:
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e Bahwa Penggugat dan Tergugat saksi kenal sebagai tetangga saksi
selain itu saksi pernah menjadi pembantu rumah tangga pada saat
Penggugat dan Tergugat tinggal di Sepadem;

e Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
sah;

e Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di Sepadem, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke;

e Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bernama XxxxX, yang saat ini bersama
Penggugat;

¢ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun
sejak bulan September 2014 tidak harmonis lagi;

e Bahwa sepengetahuan saksi, ketidakharmonisan disebabkan sering
terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebab
pertengkaran tersebut;

e Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar mulut bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul dan
menendang perut Penggugat;

¢ Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar lebih dari 1 (satu) kali;

¢ Bahwa sekitar satu tahun sampai dengan sekarang, antara Penggugat
dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat telah pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang
tua Tergugat di Jayapura;

e Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan
damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

e Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling
memperdulikan lagi baik lahir maupun bathin sebagaimana layaknya
pasangan suami isteri;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat
membenarkannya sedangkan Tergugat tidak menanggapinya karena tidak

pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;
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Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan
disampaikan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya
tetap pada pendirian semula ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon
putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas
menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil
Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum
Pengadilan Agama Merauke, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal
49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
Pengadilan Agama Merauke berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), yang dikuatkan oleh
keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan
terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah
pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini
dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir,
maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, akan tetapi untuk memenuhi
ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 joncto Pasal
31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto
Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai
bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus
menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang puncaknya antara Penggugat
dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2015 disebabkan
sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat
gugatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan
terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalii gugatan
Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil
gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Maret 2014 tercatat di Kantor
Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formal dan materill serta mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat;
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Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai
pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dilihat dan didengar
langsung oleh saksi dan mengetahui penyebab pertengkaran serta saksi
mengetahui pula bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman
bersama sejak bulan Mei tahun 2015 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang
dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai
pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dilihat dan didengar
sendiri oleh saksi serta mengetahui pula bahwa kurang lebih satu tahun antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat yang
pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali
sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tersebut adalah fakta
yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
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keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309

R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti
fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak kemudian tidak harmonis disebabkan
pertengkaran kemudian berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak
memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat serta ringan tangan
kepada Penggugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal
sejak bulan Mei tahun 2015, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan
tempat kediaman bersama sampai dengan dengan sekarang;

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, ada upaya damai dari pihak
keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah hidup
bersama sebagaimana layaknya suami isteri;

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak laki-laki , yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak
kepada Penggugat dan Tergugat ringan tangan kepada Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal
sejak bulan Mei tahun 2015 sampai dengan sekarang;

5. Bahwa selama berpisah, baik Penggugat maupun Tergugat tidak saling
memperdulikan lagi satu dengan yang lain baik lahir maupun bathin
sebagaimana layaknya suami isteri serta Penggugat yang telah
berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat
ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Penggugat, bahwa
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rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering
terjadi pertengkaran dan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan
Tergugat sejak bulan Mei tahun 2015 sampai dengan sekarang. Dengan
demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah pecah dan
semakin nampak pecahnya rumah tangga (broken home) Penggugat dan
Tergugat adalah bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, satu sama lain
sudah tidak lagi menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban, kondisi ini
diperkeruh lagi dengan ketidakberhasilan upaya damai yang dilakukan pihak
keluarga, oleh mana Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dan
tidak ingin melanjutkan mahligai rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa karena keadaan berpisahnya Penggugat dan
Tergugat sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat, maka selama Penggugat dan Tergugat berpisah,
selama itu pula telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
Dengan demikian membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang
sifatnya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih satu tahun
hingga sekarang ini yang mengakibatkan tidak ada harapan dapat hidup rukun
lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disharmonisasi perkawinan dalam figih kontemporer
disebut juga Broken Marriage, yang dalam sengketa keluarga landasannya
bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik ( Phiysical Cruelty ) akan tetapi
juga termasuk kekejaman mental ( Mental Cruelty ) sehingga, meskipun tidak
terjadi pertengkaran dan atau kekerasan fisik secara terus menerus akan tetapi
telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental yang ditandai
dengan sudah tidak adanya hubungan layaknya suami isteri antara Penggugat
dan Tergugat dan keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat, maka
sudah dianggap terjadi keadaan broken marriage;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika
Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah
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tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi
dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah
tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak
lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian
dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit
didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang
lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan
keberlangsungannya, maka pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat
bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan
ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat,
namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dan
banyak maslahatnya, dan berkaitan dengan hal itu Majelis Hakim perlu
mengutip dalil figih yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam
memutus perkara ini berbunyi:

tlanll > e p 2bo awlaodl s
Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat
telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
yang mengisyaratkan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg.,
maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan Majelis Hakim
berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan
Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada
Penggugat;
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Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Merauke
diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan,
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan
yang berlaku serta hukum syara™ berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in  Shughra Tergugat, (xxxxx) terhadap
Penggugat (Xxxxx);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota
Jayapura untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 Masehi bertepatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 05 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Hj. IRMAWATI,
S.Ag.,S.H.,,M.H., sebagai Ketua Majelis, AMNI TRISNAWATI, S.HI, M.A. dan
HASAN ASHARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu
juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis
Hakim tersebut dan dibantu Drs. MUH. ARAFAH sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

AMNI TRISNAWATI, S.HI., MA. Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H.,M.H.

HASAN ASHARI, S.HI.
Panitera Pengganti,

Drs. MUH. ARAFAH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Proses (ATK) Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 725.000,00
4. Redaksi Rp. 5.000,00
5. Materai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Merauke, 13 April 2016
Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Merauke,
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ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Catatan:
- Amar putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal....................
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal................ccccvvveeee
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